
 
 

 

Abstrak 

Penelitian ini membahas kewenangan Kantor Pertanahan dalam menolak 

permohonan pemecahan sertifikat hak milik tanah sebagai bagian dari 

pelaksanaan fungsi administrasi untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan administrasi yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki dasar 

hukum yang sah dalam menolak permohonan pemecahan sertifikat tanah apabila 

tidak terpenuhi syarat administratif, teknis, atau yuridis sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Penolakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan administratif (beschikking) 

yang harus memenuhi asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AUPB) agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang. penelitian ini menemukan bahwa terhadap keputusan penolakan 

pemecahan sertifikat hak milik tanah, masyarakat berhak menempuh upaya 

hukum administratif berupa keberatan dan banding kepada pejabat yang 

berwenang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa 

administrasi dapat dilakukan hingga tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kewenangan pejabat pertanahan. Dengan demikian, 

kewenangan Kantor Pertanahan dalam menolak pemecahan sertifikat hak milik 

tanah merupakan pelaksanaan fungsi administratif yang sah dan diperlukan 

untuk menjaga kepastian hukum serta tertib administrasi pertanahan di 

Indonesia. 
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